
BUPATI TA GGAMUS 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN 9UPATI TANGGAMUS NOMOR: 04 TAHUN 2018 

TENTANG 
MANAJEMEN TENAGA KONTRAK KON P. SD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATE1 ' TA 'GGAMUS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 
BUPATI TANGGAMUS, 

bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang terdiri dari atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan serta penyelenggaraan 
pelayanan pubhk d1 Kabupaten Tanggamus untuk itu sangat memburuhkan adanya Aparatur Sipil Negara yang 
terdiri dari PNS dan Non PNSD ; 

b. bahwa berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi kebutuhan pegawai dengan landasan Analisis Jabatan (ANJAB) dan An,u1sis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Tanggamus mas.11 M .. i<urangan dalam hal tenaga Aparatur 
Sipil Negara; 

c. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan kekurangan tenaga Aparacur SipiJ Negara guna mewujudkan pemerintahan yang bruk dan meningkatkan pelayanan 
terhadap masyarakat perlu adanya tenaga Kontrak on 
PNSD; 

d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Ka.iian Hukum Pemerintah Kabupaten Tangga mus agar tert1b di bidang Admmistrasi dan Tertib Angga, an di pandang perJu adanya aturan Hukum yang mengc t«r tcntang Tenaga Kontrak Non PNSD ; 
e. 

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a,huruf b,huruf c dan huruf d , perlu menetapkan Peraturan Bupari tcnrang ManaJemen Tena~ Kontrak Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn;,'.j/'ggamus; 
1. 

I 

PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ne~ara Republik 
Indonesia Tahun 1945; ~' I r .1 

'J.½'lf. . 
. ~ill·. 
' ',•' ' I I •' 

I • ----



2. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Ba wang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 3367); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaya nan Publik; 

4. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 

7. 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran __ _. -Negara Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun ~, . .2p.10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Neg~a Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74); ' 

.I 
I.' 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

10. Perat1:2ran Pemerin tah Nomor 11 Tahun 20 I 7 ten tang ManaJemen Peg,..t\\ ..i., Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tam bah an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037); 
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentuka n Pcraturan Perundang­Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 



Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
13. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate n Tanggamus (Lcmbaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah l,abupaten Tanggamus Nomor 47); 
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 6 5 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Pungsi dan Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber qaya Manusia Kabupaten Ta nggamus (Lcmbaran Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor ?80). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG MANAJEMEN TENAGA KONTRAK NON PNSD DI LfNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TANGGAMUS 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dala m Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah ada lah Kabupaten Tanggamus; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin u rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamu s; S. Bupati adalah Bupali Tanggamus 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adala~ profesi bagi pegawai negeri s ipil dan pegawai pemenntah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

7. Peran~kat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupat1 dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten da!am penyelenggaraan uru::;an pemerintahan yang menjadj kewenangan Daerah Kabupaten; 



8. Perangkat Daernh t<•rdiri dari atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat, Dinas, Sadan, Kantor dan Kecamatan; 
9. Tenaga Kontrak Non PNSD adala h warga Negara Indones ia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerin tahan. 

., ' ~ 10. Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD adalah Pengelolaan Tenaga Kontrak Non PNSD untuk menghasilkan Tenaga Kontrak Non PNSD yan g profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN TENAGA KONTRAK NON PNSD 

Pasal 2 

(1) Tenaga Kontrak Non PNSD merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan antara Kepala OPD/Camat/Kepala Bagia n / KUPTD/ Kepala Sekolah selaku Pemberi kerja dan Tenaga Kontrak Non PNSD selaku penerima kerja. 

Pasal 3 

(1) Tenaga Kontrak Non PNSD berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara. 
(2) Dalam statusnya sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak Non PNS D dilarang mclakukah -wraakan mogok kerja dan demonstrasi kepada Pcmerintah daerah. 

Pasal 4 

(1) Tenaga Kontrak Non PNSD melaksanaka n kebijakan yang ditetapkan oleh pimpina n Pemerintah daerah. (2) Tenaga Kontrak Non PNSO harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 

BAB III 
MANAJEMEN TENAGA KONTRAK NON PNSD 

Bagian Kesatu 
Umum 

Manajemcn Tenaga Kontrak Non PNSD merupakan pengelolaan Tenaga Kontrak Non PNSD dengan menerapkan sistem merit untuk_ menghasilkan Tenaga Kontrak Non PNSD yang profe_smnaJ, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bebas dan 1.'.1tervens1 pohtik, bers ih dari praktik koru si kol 
nepotisme. 



.. 

Pusal6 

(1) Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; 
c. penilaian kinerja; 
d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompctensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; 

h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan. 
(2) Pembinaan Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
(3) Pelaksanaan Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala OPD yang terkait atau Pejabat yang ditunjuk Yang Bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

Jabatan yang dapal dii~i oleh Tenaga I<ontrak Non PNSD 
meliputi : 

1. Petugas Kebersihan Pasar 2. Sopir 
3. Penjaga Kantor atau Kearnanan Desa 4. Operator Alat Berat 
5. Asisten Operator Alat Berat 6. Cleaning Service Kan tor 7. Tenaga Penjaga Pmtu Air 8. lnstruktur Senam 

--........ . 

9. Petugas Pusdai 
10. Tenaga Dokter Spesialis Paruh Waktu RSUD 11. Tenaga Medis 
12. Tenaga Para Medis Bidan atau Perawat RSUD 13. Tenaga teknis Kesehatan RSUD 14. Tenaga Teknis Analisis Laboratorium 15.Juru Masak/ Juru Cuci RSUD 

I 
r' I 

16. Staf Administrasi 
17. Tenaga Teknologi Informasi BPKAD/BAPPEDA',/', 18. Tenaga Teknis Akuntansi BPKAo !·, I · 19. Tenaga Pengelo]a Keuangan BPJ<AD 20. Tenaga Perencanaan Pembangunan BAPPEDAI ' 21. Anggota Satpol pp 

, 
1 1 

22. Anggota Dinas Perhubungan 23. Anggota Petugas Pemadam Kebakaran 24. Guru SMPN SATU ATAP 25. Guru Sekolah Negen 
26. Sta[ Sekolah Negcri 
27. Guru Sekolah Luar Biasa 28. Staf Qpg3 Sc!TI 1 r 



29. Guru Honor Murni 30. Guru Paud 
31. Tenaga Para Medis dan Administrasi 32. Tenaga Kader Posyandu Bali ta 33. Tenaga Kader Posyandu Lansia 34. Sopir Truk Sampah/Sopir Tru k Scdot WC 35. Kondektur Truk Sampah/Truk Scdot WC 36. Petugas Kebersihan Pasar 

37. Petugas Kebersihan Tern pat Pembuangan Akhir 
Sampah (TPA) 

38. Pengawas TPA 
39. Operator Alat Berat TPA 40. A sis ten A lat Ber at i'PA 
41. Kelompok Pakar /Tim Ahli/Tenaga Ahli Komunikasi, Pimpinan, Badan Musyawarah, Sadan PemPerda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan F'raksi. 

Bagian Kedua 
Penetapan Kebutuhan 

(1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabato.n tenaga kontrak non PNSD di!->kukan sccara terintegrasi dalam 
pcnyusunan kebutuhctn Pegawai ASN. 

(2) Penyusunan kebutuhan JUmlah dan jenis jabatan Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis 
be ban kerj a . 

(3) Penyusunan kebutuhan jumlah Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} ..... @~kan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai 
dengan siklus anggaran. 

(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana d1maksud pada ayat (l} ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pengadaan 

Paragraf 1 
Umum 

?asal 9 

Seti~p warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan kuaiifikas,, kompetensi, dan persyaratan lain yang clitetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar mcnjadi 
Tenaga Kontrak Non PNSD Kabupaten Tanggamus. 



(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 10 

Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kontrak Non PNSD dalam rangka mengisi jabatan tertentu yang lowong pada Instansi Pemerintah pada setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini. Pengadaan calon Tenc:lgd Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayar ( 1 , dilakukan mclalui tahapan: a. perencanaan; 
b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; 
d. seleksi; 
e. pengumurnan hasil seleksi; dan f. pengangkatan menjadi Tenaga Kontrak Non PNSD. Proses pengadaan calon Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada 

penetapan kebutuhan. 

Pasal 11 

Penerimaan calon Tenaga Kontrak Non PNSD di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus melaJui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaraLan lain yang dibutuhkan dalam 
jabatan. 

Paragraf 2 
Perencanaan Pengadaan 

Pasal 12 
Perencanaan pengadaan Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PeJabar Pembina Kepegawaian setelah 

kebutuhan Tenaga Kontrak . ·on PNSD terpenuhi . 

Paragraf 3 
Pengumuman Lowongan 

Pasal 13 

(I) Pengumuman lowongen sebagaimana dimaksud daJarn PasaJ 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada masyarakat luas melalui media cetak (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling larnbat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggaJ penerimaan 
lamaran. 

(3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2L palmg sed1k1r memuat: a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong; b. kuaJifikasi, kompetensi. dan deskripsi tugas setiap Jabatan yang lowong; 

c. syarat yang harus dipenuhi oleh d. 



e. cara menyampai.kan lamaran; dan f. batas waktu pengajuan lamaran. 

Paragraf 4 
Pelamaran 

Pasal 14 

' i . I I 
' I 1 ,t i 

'i-

(1) Setiap pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang mengajukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan administrasi. 1 
' (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a . warga negara Indonesia; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar; 
c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/ a tau tindak pidana umum; d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhenLikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

e. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, clan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar; f. tidak menjadi anggota/ pengurus partai politik dan/ a tau terlibat politik praktis; g. sehat jasmani dan rohani; dan h. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan. 

Paragraf 5 
Seleksi 

Pasal 15 

(1) Pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Evaluasi. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lnstansi PemerinLah berdasarkan prinsip merit. 

Pa::;al 16 

Calon Tenaga Kontrak Non PNSD untuk mengisi jabatan pelaksana, fungsional keterampilan pemula, fungsional ahli pertama, dan fungsional ahli muda harus mengikuti seleksi yang terdiri atas: 
a. tes kompetensi dasar yang terdiri atas tes wawasan kebangsaan, tes karakter pribadi, dan tes intelegensia· b. tes kompetensi bidang. 

· ' ___ _ 

I 

I 
I 
I 
I 



,. 

(1) 

{2) 

Pasal 17 

Materi tes kompelensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disusun mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi Tenaga Kontrak Non PNSD Pemerintah Kabupaten Tanggamus. 

Materi tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarka n materi yang disusun oleh Tim Evaluasi. 

Paragraf 6 
Pengumuman Hasil Seleksi 

Pasal 18 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang dinyatakan lulus seleksi. 
(2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Tim Evalua si. 

Paragraf 7 
Pengangkatan Tenaga Kontrak Non PNSD 

Pasal 19 

(1) Pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 18 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Yang Berwenang untuk ditetapkan pengangkalannya sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD. (2) Calon Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor induk Tenaga Kontrak Non PNSD. 
(3) Calon Tenaga Kontrak Non PNSD yang sudah mendapatkan nomor induk Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada 'ayat (3), diangkat sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD pada tingkatjabatan yang dilamar. · (4) Pengangkatan Tenaga Kontrak Non PNSD pada j'~batan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan· dengan keputusan Bupati. 

· I 

Pasal20 

(1) Tenaga Kontrak Non PNSD yang telah diangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani perjanjian kerja. (2) P~rjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1lakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut. (3) Ma~a p~rjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling smgkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ·sesl.lai-------
kebutuhan dan becdas:ulc . 

\ 
I 
I 



(2) 

Pasal 21 

Tenaga Kontrak Non PNSD tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. 

Untuk diangkat menjadi calon PNS, Tenaga Kontrak Non PNSD harus mengiku ti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bag1an Keempat 
Penila ian Kinerja 

Pasal22 

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD bertujuan menjamin objektivitas prcstasi kerja yang sudah disepakati 
berdasarkan perjanjian kcrju 

Pasal23 

(1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerJa dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Tenaga 
Kontrak Non PNSD. 

(2) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 24 
(1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan secara obyektif, terukur, akun tabel, partisipatif, dan tran sparan. 

(2) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan. 

Pasal 25 

Penilaian kinerja Tenaga Kon trak Non PNSO berada di bawah kewenangan Pejabat Yang Berwenang pada Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) 

Pasal 26 

Penilaian _ki~erja Tenaga Kontrak Non PNSD didelegasikan secara berJenJang kepada atasan langsung dari Tenaga Kontrak 
Non PNSD. 



Pasa127 

Hasil penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian. kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetens1 yang obyektif. 

Bagian Kelima 
Hak dan Kewajiba n 

Pasal 28 
Tenaga Kontrak Non PNSD berhak memperoleh: a. Honor; 
b. cuti; 
c. perlindungan; dan 
d. pengembangan kompetensi. 

Pasal 29 

Tenaga Kontrak Non PNSD wajib: 

,, . 
. •· . 

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yung sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang;··oaik di dalam ma upun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

Bagian Keenam 
Pemberian Honor 

Pasal 30 
(1) Pemerintah Daerah mem berikan honor berdasarkan kema mpuan daerah kepada Tenaga Kontrak Non PNSD. (2) Honor sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan . 
(3) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tenaga Kontrak Non PNSD (4) B:saran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan d1 atur melalui standar belanja pemerintah kabupaten Tanggamus Tahun berjalan sesuai dengan .ketenti.1..20.. ...... -berlak11 



'. 

Pasal 31 
Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan 
Bupati 1m dibayarkan terhitung mulai tanggal yang 
bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surac pemyataan oleh Pejabat Yang 
Benvenang atau pejabat yang ditunjuk. 

Bag1an Ketujuh 
Pengembangan Kompetensi 

Pasal 32 
(1) Tenaga Kontrak Non PNSD diberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi. 
(2) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap 

tahun oleh Pemerintah Daerah. (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus d1evaJuasi oleh Pejabat Yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian 
kerja selanjutnya. 

Pasal 33 
(1) Pengembangan kompetcnsi bagi Tenaga Kontrak Non PNSD dapat dllakukan melaJui pendidikan dan pelatihan, 

seminar, kursus, dan penataran. (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lama 5 (lima hari) dalam l (satu} tahun masa perjanjian kerja. (3) Dalam ha! perjanjian kerja diperpanjang, pelaksanaan pengembangan kompeti·nsi sebagaimana dimaksucf pada ayat ( 1) dapac diber.kan paimg lama 10 (sepuluh) han tiap 
tahun. 

Bagian Kedelapan 
Pemberian Penghargaan 

Pasal34 
(I) Tenaga Kontrak Non PNSD yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, keJujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerJa daJam melaksanakan tugasnya dapat 

diberikan penghargaan. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 

berupa pemberian: 
a. tanda kehormatan; 
b. kesempatan p1ioritas untuk pengembangan kompetensi; 

dan/atau 

c. kesempatan menghad,r, acara resmi dan/ atau acara 
kenegaraan. 

(3) Pembe~ian_ penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d1benkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berl 



(4) Tenaga Kontrak 1 on PNSD yang dijatuhi sanksi administratif tingkat bera t berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormacan scsuai dengan ketencuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kesembilan 
Disiplin 

Pasal 35 

(1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila : a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama S 
(lima) hari kerja. 

b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah ::-elama 6-10 (enam s/d sepuluh) hari kerja. c. tidak masuk ker.,a tanpa alasan yang sah selama 11-15 (sebelas s / d lima belas) hari kerja. {2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak Non PNSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuh1 hukuman disiplin ringan berupa : a. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran 
lisan. 

b. Pelanggaran disipEn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijacuhi hukuman disiplin berupa teguran 
tertulis. 

c. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa pemyataan tidak puas secara tertulis. 

Pasal36 

{1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam 
belas) hari kerja atau lebih. 

(2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala OPD. (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan 
gaji selama 1 (satu) bula n . 

(4) Penahanan gaji Tenaga Kontrak Non PNSD dimaksud ditetapkan dengan Kepucusan Bupati. (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) d1tetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala OPD. (6) Setelah masa h ukuman selesai, pembayaran gaji Tenaga Kontrak Non PNS akan dikembalikan seperti semula dan sejumlah gaJ1 yang ditahan dimaksud 
dikembalikanke ka s daera h oleh Bend mas· 



•• 

Pasal 37 

(1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila: a. tidak masuk kerja t.o.npa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran atau hasil monitoring dun evaluasi dari Inspektorat dan BKPSDM. 
b. dihuk:um penjara berdasarkan putusan pcngadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara yang merupakan putusnn/petikan putusan Ketua Pengadilan ;'-legeri. 

c. hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria lain yang uukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasa11gan suami isteri yang sah. d. menjadi isteri kcdua, ketiga, dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pcgawai Negeri Sipil tan pa alasan yang jelas . 
e. melakukan perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan isteri dan atasan, kecuali adanya ijin ter tuJis dari isteri pertama. 
f. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau aparat desa secara definitif. 
g. merangkap sebagai wartawan dari saiah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar. h. melakukan penyelewengan terhadap pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah. 

1. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/ a tau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota atau jabatan politik yang lebih tinggi. 

Pasal 38 

Tenaga Kontrak Non PNSD yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang disebabkan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian semer.tara dengan Keputusan Bupati sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kek:uatan hukum tetap (inkrah) 

Pasal39 

Tenaga Kontrak Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak diberikan ho_norarium terhitung tanggal dikenakan' penahanan oleh peJabat yang benvenang. 



... 

Pasal40 

(1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum teta p bahwa Tenaga Kontrak Non PNS telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; (2) Apabila putusan pengadukan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Kontrak Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Honorer / Tenaga Kerja Sukarela tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktilkan/ dipekerjakan kembali kepada Bupati; (3) Apabila Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhenti.kan sementara sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD sampai dengan tanggal ditetapkan untuk kembali bekerja. 

Bagian Kesepuluh Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

Pasal 41 

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan dengan hormat karena: 

(2) 

(3) 

a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; 
c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Kontrak Non PNSD; atau 
e. tidak cakap jasmani dan/ a tau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. 

Pernutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karen~1: 
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; b. melakukan pelanggaran disiplin Tenaga Kontrak Non PNSD tingkat berat; atau 

c . tidak _memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesua1 dengan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Non PNSD clilakukan tidak dengan hormat k.::irPn<>· ------

I 
I 



a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang Lelah memiliki kekuatan okum tetap karena melakuka n tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan da n / atau pidana umum; c. menjadi ar.ggota dan / atau pengurus partai politik; 
atau 

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pida na tersebut dilakukan dengan 
berencana. 

Pasal 42 
(1) Pemutusan hubungan kerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan oleh 

keputusan Bupati. 
(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pemutusan hubungan kerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala S adan Kepegawaian Negara untuk dihapuskan datanya dalam sis tem informasi ASN. 

Pa sal 43 (1) 
Pelanggaran disiplin beral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf IJ sebagai berikut: 

(2) 

(1) 

(2) 

a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 6 (ena m) hari kerja dalam 1 (sa-tu-)-tahun dihitung secara kumulatif. 
b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berturut-turut selama 3 (tiga) hari kerja. 

Tahapan pemutusan hubungan pe rjanjian kcrja karena pelanggaran disiplin berat sebaga imana dimaksud pada 
ayac (1) huruf a berupa: 
a. surat Peringatan Per tama dibe rika n apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari pertuma; b. surat Peringatan Kcd ua diberikan apabila tidak masuk kerja seJama 2 (dua) hari kedua; dan c. pemutusan hubungan kerja diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari ketiga. 

Bagia n Kesebelas 
Perhndungan 

Pasal44 
Pemerintah wajib m cmberikan jaminan kesehatan; 
Periindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (! ) dilaksanakan sesuai denga n sistem · · · J Jam man s0s1a __ _ 
nasiona l. 

-------



BAB IV 
CUTI 

Pasal 45 

(1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD berhak untuk 
mendapatkan cuti. 

(2) Pejabat yang memberikan cuti adalah Kepala OPD. 

Pasal 46 

Jenis cuti Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat ( 1} terdiri dan : a. Cuti Tahunan; 
b. Cuti Sakit; 
c. Cuti Bersalin; 
d. Cuti Bersama; 

Bagian Kesatu 
Cuti Tahunan 

Pasal47 
(1) Cuti tahunan dapat d1berikan kepada Tenaga Kontrak Non PNSD yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus mcnerus; 

(2) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 11 (sebelas) hari kerja diberikan sebanyak 1 (satu) ka:1 setahun; (3) Untuk mendapatkan Cuti Tahunan Tenaga Kontrak Non PNSD mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat 
persetujuan dari atasan langsung. (4) Cuti tahunan ini tidak berlaku bagi Tenaga Kontrak Non PNSD yang berstatus guru. 

Bagian kedua 
Cuti Sakit 

Pasal 48 

(1) Cuti sakit dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak Non PNSD yang sakit iebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPO dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter; 
(2) Lamanya cuti sakit 9isesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh Tenaga Kontrak Non PNSD dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan; (3) Tenaga Kontrak Non PNSD yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala karena kondisi kesehatannya tidak membaik sctelah diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala OPD dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Tena a K~n.ttak...Nnn Pl\1c-" 



(4) Kondisi kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan keterangan dari dokter. (5) Untuk mendapatkan Cuti sakit Tenaga Kontrak Non PNS mengajukan perm in taan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 
atasan langsung. 

Pasal 49 Selama menjalankan cuti sak1t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50 Tenaga Honorer Daerah / Tenaga Kontrak Non PNSD berhak 
untuk mendapatkan honorarium secara penuh. 

Bngian Ketiga 
Cuti Bersalin 

Pasal 50 

(1) Cuti bersahn dibenkan kepada Tenaga Kontrak Non PNSO yang melah1rka n anak pertama sampai dengan 
anak ketiga. 

(2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Tenaga Kontrak Non PNSO dapat diberikan izin sesuai 
dengan kebijakan Kepala OPD; (3) Lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan. (4) Untuk mendapatka n Cuti bersalin Tenaga Kontrak Non PNSD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPO dengan terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari atasan langsung. 

Pasal 51 

Selama menjalankan cu t bersalin Tenaga Kontrak Non PNS 
berhak menerima honorarium. 

Bagia.n Keempat 
Cuu Bersama 

Pnsal 52 
(1) Presiden dapat menetapkan cuti bersama. (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mengurangi hak cuti tahunan 

BABV 
PENGAWASAN 

Pasal 53 
(1) Setiap Tenaga _Kontrak Non PNS yang sudah diangkat atau diperpanJang melaJui Surat Keputusan Bupati harus. menanda tanga ni perjajian kontrak kerja dan pakta mtegncas dmadapan Kepala OPD masing-masing. 



(2) Kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kontrak Non PNS di OPO masing­masing guna terpcliharanya tata tertib dan kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB VI TIM EVALUASI TENAGA KONTRAK NON PNSD 

Pasal 54 
(1) Tim Evaluasi Tenaga Kabupaten Tanggamus ayat (1) terctiri dari : 1. Ketua 

Kontrak Non PNSO Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 7 
2. Wakil Ketua 
3. Sekretaris 

4. Anggota 

Sekretaris Daerah Kabupaten. !nspektur Kabupaten Tanggamus Kcpala Badan Kepegawaian dan Pcngembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus. 

l. Asisten Bidang Pemerin tahan pada Sekretariat Daerah Kabupacen Tanggamus; 2. Asisten Bidang Ekonorni dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus; 3. Asisten B1dang Admmistrasi pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tanggamus; 

4. Kepala Badan Pere:acanaan Pcmbangunan Daerah Kabupaten Tanggamus; 
5. Kepala Badan Pengclolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus; 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus; 8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanggamus. 

(2) tugas tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
se bagai beriku t: 

1. Menetapkan persyaracan- persyaratan Tenaga Kontrak 
Non PNS 

2. Melaksanakan Perencanaan,Pelaksanaan dan Evaluasi dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non P:"SS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanggamus. 

3. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tcntang Pengangkatan, Pemmdahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non PNS di Lingkungan Pemcrint.ih Kabupaten Tanggamus. 



.. 

4. Melakukan koordinasi dengan satker terkait dalam rangka PengangkaLan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus. 
(3) dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu oleh sekretariat Tim yang terdiri dari : 

1. Kepala Sekretariat · Kepala Bidang Formasi dan Mutasi S adan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus 2. Anggota 
1. Kepala Sub Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus 
2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pengajian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus 
3. Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus 

(4) Tugas sekretariat Tim sebagaimana ayat (3) adalah sebagai berikut: 
1. Membantu Kelancaran tim mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2. Mepersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi 

- · -3. Melaksanakan tugas lain atas Perintah Tim 
(5) Tim sevaluasi dan um sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

BAB Vll 
KETENTUAN PERALlHAN 

Pasal 55 

(1) Tenaga Kerja Sukarela yang telah di angkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum ditcrbitkannya peraturan Bupati ini dapat diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD. 
(2) Penerbitan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat ( 1) setelah melalui tahapan evaluasi oleh Tim Evaluasi Tenaga Kontral< Non PNSD Pemerintah Kabupaten Tanggamu s. 

\ 

\ 
I 
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I 
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a~a vu1 
K!:.1ENTUAN PEl\tt:TUP 

Pasal56 

HaJ--hal yang beh.: .. -n cukup d iarur dalam peraturar1 Bupati ini. sepanjang me:1genai teknis pelaksa.naanya dianu- oleb kctua Tim Evaluas1 Tenaga Kontrak Non PNSD Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

Pasal 57 

Pcraturan Bupao ini mulai berlaku pada tangga.t diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Per ar-..1.ran Bupati ini dengan penempatanya daJam Bcrit.a Daerah Kabupaten Tanggamus. · 

Ditetapkan di Kota Agung 
pada taaggal 2 2 Jan uar 1 2018 

BUPATJ TANGGAMUS, 

Diundangkan di Kota Agung ~r~l?.8~~ 23 Januari 20 ~e • A,•_:-~ ~E~J\KIS DAERAH KABUPATEN, 1i.~I ~-

BERlTA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ~.Q.Ht . NOMOR ... 453 
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